GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 101 TAIIUN 2017

TENTANG

ORGANIEASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSARA TEKNIS PENDIDIKAN
KHUSUS DAN PENDIDIEAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS
PENDIDIEAN PROVINSI SULAWESI] SELATAN

Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
QUBERNUR SULAWSI SELATAN,

bahwa untul: melaksanakan ketentusn Pasal a ayat (14
Peraturan Daerah Provinei Sulawes Sclatan Momor 10
Tahiua 2016 tenlang Pembentulkan dan Susunan Ferenglat
Daerah, mala dalam rongka pclaksanaan 1UgRs teknis
operasional dan teknid penunjang tertentu pada Dinas
Pendidikan Fruvinsi anlawesi Selatan, perlu membeniuk
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus Dan Pendidikan
Layanan Khusus Neger:;

bahwa sehubunpan maksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Qubernur Sulawesi Selatan tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekmis
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Negen
Pada Dinas Pendidikan Provinst Sulawes! Selatan,

Undang-Undang Republik [ndoneésia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran HNegara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Megara Nomaor
435301;

Undang-Undaug  Noemar 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Namor B2,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indunesia Nomor
5234);

Undang-Undang Namn® 5 Tehun 3014 tentang Apatalur
Sipil Negara (Lembarail Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2014 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesie Nomar 5494);

Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerntanan Dacrab (Lembaran Negare  Hepublik
indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2015 teniang Ferubahan Kedua atas
Undang-Undang Nowor 73 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daeralh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahar Lembaran

Negara Republik Indoricsia Nomor 5679);

5. Undapg-Undang Nomor 30  Tahun 2014  tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 283, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomar 17 Tahun
3010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidilean
(Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2010 Nomor
Eﬂh'l‘amhahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor
5105);

7 Peraturan Pemerintah Neomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahum 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

B. Peraturan Dacrah Provinsi Sylawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah [Lembaran Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016 Nomor 10, Tambwhan Lembaran Daerali Provinsi

- Sulawesi Sclatan Nomor 293(;

MEMUTUSEKAN !

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA DINAS

PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN,

BAEB I
KETENTUAN UMUM

T'asal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang diniaksud dengar
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

)

2. Pemerintah Daerah adalah Cubernur sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan prinerintahan

yang menjadi kewsnangan daerah otonom.
Ciuhernur adalah Gubernur Sulawesi Selalan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Gubernur adalah Perafuran Gubernur Sulawest Selatan.

M W B

Dinas adalah Dinas Pendidiltan Provinst Sulawesi Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dhnas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatat.



10.
11.

12.

(1]

(2]

{3

(4)

Unit Pelaksana Teknis yvang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT
Fendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus MNegert pada Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selalan.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendidikan Khusus Dan Pendidikan

Layanan Khusus.
Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
Fungsl adalah pekerjaan yvang merupakan penjabaran dan tugas.

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
vang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB 1
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Pendidikan Khusus Dan
Pendidikan Layanan Khusus Negeri

UPT sebagaimana dimaksud pada svat (1), masing-masing tersebut pada
lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur 1ni.

UPT schagaimana dimaksud pada avat (2], masing-masing dipimpin oleh
Kepala UPT, dijabat oleh pcjabat fungsional guru yang diberikan tugas
tambahan.

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3], beraca di bawah dan
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan

Wilayuh yang mewilayahi masing-musing UFT.

BAH 111
SUBUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPT terdin dari:

a. Kepala UPT,
b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. Jabatan Fungsional.



'_ {2} Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tdak terpisahkan dari

Feraturan Oubermur 1nd,

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAB

Bagian Kesatu
Tugas, Fungsl, Dan Uralan Tugas Kepala UPT

Fasnl 4

(1) Kepala UPT mempunyai tugas membaniu Repala Dinas dalam
mengoordinasiken dan melaksanilmn kebijjakan ieknis pengelolaan
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khuagus,

(2) Kepela UFT dalam meloksanalan tugas sebapaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai lungs::

a. perumusan kehijakan teknis pelaksanasn pengelolaan Pendidilan
Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;

b. pelaksanaan kebijakan tcknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan
Pendidikan Layanan Khusus;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan pengelolaan
Pendidikan Khusus Dun Pendidikan Layvanan Khusus,

d. pelaksaraan adminiglasi UFT dan

e pelaksanaan fungsi lain yang ditrerikan cleh Kepala Dinas terkaif tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayal {1), melipur:
g, menyusun rencana kegiatan Ul sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b, mendistribuaikan dan memberi petunjul pelolivanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanean tUgas dalam
lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Lugas,

d. menyusun TETICHIZRI, mengoreksl, memaral dan/atau

menandatangani naskall dinas;

e, mengiluti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

r  merumuskan dan meclaksanakan kebijaken program, leer L L,
umum, perlengkapan, kepegawaiun, dalam lingkunigan UPT;



mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan telims pengelolaan
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus;

mengoordinasiian dan melaksanakan pembinasn teknis pengelolaan
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layvanan Khusus,

mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan  pelaltsanaan  administrasi  kegiatan  belajar
mengajar;
mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan

administrasi dan proses lkegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanann pengawdsan penyelenggaraan

administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat

fungsional guru berdaserkan lketentuan peraturan perundang-
undangan,

mengoordinasikan dan  menata  administrasi  ketatausahaan,
kerumahtanggan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

mengoordinasiltan | mengatur pelaksanaan kegiatan ekatrakurikuler,

mengoordinasikan pelaltsanann kegiatan kerjasama dengan instansi
rerkait dan masyarakat;

mengoordinasikan dan mengatar pelaksanaan kegiatan dan bimbingan
di luar jam sekolah,;

mengoordinasikan dan melaksanakan pemanlauar, pengendalian, dan
evaluasi kebijukan teknis pengelolaan Pendidikan Khusus Dan
Pendidikan Layvanan lKhusus;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah
dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi UFT;

menilai kinerja pegawai Aparatur 3ipil Negara sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

menyusun laporan hasil peliksanaan  TUEAS Kepala UPT dan

memberikan saran  pertimbangan kepada atasan sebagai bahan

perumusan kebjjakan; dan



dengan bidang tupasnya,

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas Kepala Bubbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas

(2]

membantu HKepala UPT dalam menpoordinasikan dan  melaksanakan

pelayanan tcknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,

umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UFPT,

Uraian tugas sebagaimana dimakeud pada ayat (1), meliputi:

d.

IIk.

menyusun rencana kegiatan Subbogian Tata Usaha sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tupgas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;,

memaniay, mengawasi dan mengevaluasi pelakeanasan tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyvisun rancangan, mengorekai, memearaf dan/atau
menandatangan: naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT
schingga terwujud koordinasi, sinlcronisasi dan integrasi pelaksanaan
kematarn;

melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program
UFT;

mengoordinasikan dan melakulan pengolahan ‘dan penyajian data dan
informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
mengoordinasikan dan  melakukan pelayanan kepepgawaian  dan
hukum;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

menggordinasikan dan melalukon administrasi pelayanan organisasi
dan tatalaksansa:



-
e

.

mengoordinasikan dan melaiiukan peiaksanaan urusar
kerumahtanggaan;

mengoordinasikan dan melakukan lkeglatan kehumuasan;

melakulkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dar
lembaga nonpemerinteh dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
dan fungs;

menilai kinerja pepawnl Aparatur Sipil MNegara sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata
Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuad
dengan bidang tugasnva.
BABR V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal G

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
adalah jabatan fungsional vang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

} Pengangicatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan

hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesual ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Paenl 7

Kepala UPT dalam meluksanakan tugasnya berdasarkan kebjakan umum

vang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan
seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip



hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikas
akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi,

Pasnl B

(1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalan
lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan srahan pimpinan, sert
menvampaiken laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secar:
tepat waktu kepada atasan masing-imnasing.

(2] Setiap laporan yang diterima schagaimana dimalksud pada avat (1), diolat
dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaar
kebijakan teknis UFPT.

(3] Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakar
tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan
evaluasi, serta melaksanalkan rapiat koordinasi secara berkala dan/atau

sesual kebutuhan,

[4) Kepala UPT mengembangkan kooidinasi dan kerjasama dengan instans
pemerintah/swasta terkait, dalam rengkas meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII
PERGANGHATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan strulctural dan jabatan
fungsional di Jingkungan UPT, dilakeanakan oleh pejabat yang berwenang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAZD VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10
(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta
untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentak
satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama

lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UFT.



g

(2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola,
dan/atau nama lainnya dalam UFT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan kepada Kepala UPT wiloyah masing-masing.

BAD IX
KETENTUAN PENUTUFP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahlan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Ditetaplan i Makassar
pada tanggel 26 Jamari 2007

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Jammard 2017

ST

BERITA DAERAH PROVINS] SULAWES| SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 16



LAMPIRAN 11
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

! PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
: 101 TAHUN 2017
: 26 JANUARI 2017
: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN

KHUSUS DAN FENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN PROVINS] EULAWESI SELATAN

DAFTAR NM![A.-HAHA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN KHUSUS DAN

PEHDIDM LAYANAN KHUBUS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

|
|

PROVINSEI SULAWESI SELATAN

NO.

UNIT PEI:..AEBAHA

NAMA SATUAN PENDIDIKAN

TEKNIS WILAYAH LAMA BARU
1 2 3 <
1 | UPT. Wil. Makassar SLBN Pcmbina Makassar SLBN 1 Makassar
2 UPT. Wil. Makassar SLB PLK Negeri Makassar SLBN 2 Makassar

SMA Negeri Khusus SMA Negeri Khusus
3 UPT. Wil. M}’J(assaf Keberbakatan Olahraga Keberbakatan Clahrage
| Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
Bl UFT, Wil. Gowa SDLBN Somba Opu SLIEN 1 Gowa
5 UPT. Wil. Takalar SLBN 1 Mappakasunggu SLBN 1 Takalar
6 UPT. Wil. Takalar SLBN 35 Lengkese SLBN 2 Takalar |
7 UPT. Wil. Jeneponto SDLEN Jeneponto SLEN | Jeneponto
g | UPT. Wil. Jeneponto SLB Negeri Jeneponlo SLBN 2 Jeneponto
9 UPT. Wil. Bantaeng SLBN Mallilingi Bantacng SLDN | Dantaeng
10 | UPT. Wil. Bulukumba SLIBN PKFPLK Bulukumba SLBN 1 Bulukumba
11 | UPT. Wil. Sinjai SLIN Sinji SLBN 1 Sinjai
12 | UPT. Wil. Bone SLBN Bone SLBN 1 Bone
13 | UPT. Wil Soflppeng SDLB Negeri Pakkanrcbette  |SLBN 1 Soppeng
14 | UPT. Wil. Wajo SLI3 Negeri Wajo SLBN 1 Wajo
15 | UPT. Wil. Maros SLI3 Negeri Maceini Baji SLBN 1 Maros
16 | UPL. Wil Piarang SLI Negeri Pinrang SLBN 1 Pinrang
17 g:jpig Shdcnrcing SLIJ Negeri Sidrap SLDN 1 Sidrap
18 {E'.J;:_;,,-:ﬂ K'?I"ﬂ""“" SLEN Selayar SLBN 1 Selayar
19 | UPT. Wil Palln:}pu SLBN 537 Bara SLBN 1 Palopo
20 UPT. Wil Tufna Turgja SLE NEEE_!’] Tana Toraja SLBN 1 Tana Toraja
; UPT. Wil Pangkajene s
21 . ! SLE Megeri Minasatene SLBN 1 Pangkep
Kepulauan

22 UPT. Wil. Parc-Pare SLO Negen Parce-Parc SLBN 1 Pare Pare
23 | UPT. Wil. Barru SLI3 Negeri Baitu SLDBN 1 Barru
24 UPT. Wil Eruekang
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